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BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 059 /345 TAYuUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT SATU DATA

INDONESIA TINGKAT DAERAH
BUPATI SUKOHARJO,

bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir,
terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses,
dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola
data yang dihasilkan Pemerintah Daerah melalui
Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah di
Kabupaten Sukoharjo;

bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan Satu Data
Indonesia Tingkat Daerah di Kabupaten Sukoharjo, perlu
dibentuk Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat
Daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati
Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah
perlu membentuk Sekretariat Satu Data Indonesia
Tingkat Daerah dengan Keputusan Bupati; dan

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2737);



. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3683);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4846);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4846);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5149);



Menetapkan
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Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6400);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu
Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 236);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Pedoman  Pengelolaan  Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2018 Nomor 8);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 76 Tahun 2020
tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2018 Nomor 8);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021
Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah,
dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.




KEDUA :  Tugas Sekretariat Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
yaitu :
a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional
dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia
tingkat Daerah; dan

b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum
Satu Data Indonesia tingkat Daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat sebagaimana
dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KELIMA :  Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 24 Jun 022
&/BUPATI SUKOHARJO, /A

ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim Kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

2. Kepala  Perangkat Daerah  Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo; dan

3. Tim yang bersangkutan.




Lampiran :

Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor

Tanggal : 24 2032

Jun

SUSUNAN SEKRETARIAT SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

NO.| NAMA/ NIP / JABATAN KEDUDUKAN KETERANGAN
DALAM TIM

1. | Kepala Badan Penanggung Bertanggung jawab
Perencanaan, Peneitian, jawab terhadap seluruh kegiatan
dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo

2. | Kepala Bidang Penelitian, Ketua Bertanggung jawab
Pengembangan, terhadap seluruh
Penyusunan dan pelaksanaan kegiatan
Pengendalian Perencanaan,
pada Badan Perencanaan,
Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo

3. | Sekretaris Badan Sekretaris Bertanggung  jawab
Perencanaan, Penelitian bidang kesekretariatan
dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo

4. | Kepala Bidang Anggota Bertanggung jawab sesuai
Infrastruktur dan dengan bidang tugasnya
Pengembangan Wilayah,
pada Badan Perencanaan,
Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo

5. | Kepala Bidang Ekonomi, Anggota Bertanggung jawab sesuai
pada Badan Perencanaan, dengan bidang tugasnya
Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo

6. | Kepala Bidang Anggota Bertanggung jawab sesuai
Pemerintahan dan dengan bidang tugasnya

Kesejahteraan, pada Badan
Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo

: 050 / 245 TAUUN 202

=



NO.

NAMA/ NIP / JABATAN

KEDUDUKAN
DALAM TIM

KETERANGAN

10.

Ir. Siwi Hapsari

NIP. 19660430 199203 2
005

Perencana Ahli Muda pada
Bidang Penelitian,
Pengembangan,
Penyusunan dan
Pengendalian Perencanaan,
pada Badan Perencanaan,
Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo

Jajang Amiroso, S.SI, MM
NIP. 19870927 201001 1
008

Perencana Ahli Muda pada
Bidang Penelitian,
Pengembangan,
Penyusunan dan
Pengendalian Perencanaan
pada Badan Perencanaan,
Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo

Rita Dessy Aryani, SE, MM
NIP. 19771229 200903 2
004

Perencana Ahli Muda pada
Bidang Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah,
pada Badan Perencanaan,
Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo

Rahmat Budiyono, S. Si
NIP. 19801025 201001 1
019

Statistisi Ahli Muda pada
Dinas Komunikasi dan
Informatika Daerah
Kabupaten Sukoharjo

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Bertanggung jawab sesuai
dengan bidang tugasnya

Bertanggung jawab sesuai
dengan bidang tugasnya

Bertanggung jawab sesuai
dengan bidang tugasnya

Bertanggung jawab sesuali

dengan bidang tugasnya

ok



NO.| NAMA/ NIP / JABATAN KEDUDUKAN KETERANGAN
DALAM TIM
11.| Sri Handayani, SE, MM Anggota Bertanggung jawab sesuai

NIP. 19811128 200501 2
012
Peneliti Ahli Muda pada

Bidang Penelitian,
Pengembangan,
Penyusunan dan

Pengendalian Perencanaan,
pada Badan Perencanaan,
Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo

dengan bidang tugasnya
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